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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 8 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN.TATA KERJA DINAS BANGUN
AN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a, bshwa dengan Persturan Daerah Kotamad
ya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7
Tahun 1996 telsh dibentuk Dinss Bangun
an Kotemadya Daerah Tingkat II Cirebon

b. bahwa berdasarksn Keputusan Menteri Da
lam Negeri No. 80 Tghun 1994 tentang
Pedoman Orgsnisesi dsn Teta Kerja Dinss
Lingkup Pekerjsan Umum Dgersh, maka
perlu menetapkan Orgsnisasi dsn Tata
kerja Dines Bsngunan Kotamadys Dasersh
Tingket II Cirebon dengsen Perasturan Ds
erah,

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dserah-daersh Kotas Besar
Delam Lingkungsn Propinsi Jaws Timur/
Tengeh/Barat den Deersh Istimewa Jog-
yekarta,

(Lembaran Negera ..
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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 8 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BANGUN
AN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1,

bahwa dengan Peraturan Dgersh Kotamad
ya Daersh Tingkst II Cirebon Nomor 7
Tehun 1996 telah dibentuk Dinss Bangun
an Kotamadya Daersh Tingkat II Cirebon

bahwa berdssarkan Keputusan Menteri Da
lam Negeri No. 80 Tahun 1994 tentang
Pedoman Orgaenisaesi dan Tata Kerja Dinas
Lingkup Pekerjaan Umum Daersgh, maka
perlu menetapkan Organisasi dan Tate
kerja Dinas Bangunan Kotamedys Dsersh
Tingkat II Cirebon dengsen Persturan Da
erah,

Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daersh-daersh Kota Bessr
Dalam Lingkungsn Propinsi Jawa Timur/
Tengah/Barat desn Daersh Istimewa Jog-
yakarta,

(Lembaran Negara ..
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(Lembaran Negars RI Tahun 1954 No. 40 Tambchan Lem
‘baran Negura RI Nomor 5551 ) ;

2o Undangsundang Ho.5 Talnm 1974 tentang Pokok w~Pokok
Pemarintahan Di Deersh (Lembaran Negara RI Tahum =
1974 Bo. 38 Tambahan Lembaran Negare No. 3037)s

hwwawgammm

Kepegawaian / Negaxwe RI Talam 1974 No. 55,
‘Tambshan Lembaran Negara No. 3041).

4+ Unlang-umdang Noe4 Talum 1992 tentang Permmahan dan

'Pmm(mhmmnzmmt”zm.zs,

Tambaban Lembaran Negara RI No. 3469).

S« Uniang-undang No.24 Talun 1992 tentang Penatasn Ru
ang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.115, Tambahe

an Lembaren Negaras RI No. 3501).
6+ Peraturan Pemerintsh Nos14 Tahun 1987 tentang Penye
rahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pe
n Uman kepada Desersh (Lembaran Negara RI Ta

kerjaan :
hun 1987 No.25, Tambahan Lembaran Negara RI No.3353)

Te Peraturan Pemerintah RI N0O,45 Talun 1992 tentang Pe
nyelenggaraan Otonomi Dasrah dengan Titik berat pa~
da Daersh Tingkat II (Lembarsn Negara RI Talun 1992
No.T7, Tambahan Lembaran Negara Hes 3487).

8, Peraturan Menteri Dalsm Negeri No.! Tabun 1987 tem
tang Penyershan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum
da Fasilitas Somial Perumshan kepsda Pemerintsh Da
ersh,

9« Peraturan Menteri Pekerjean Umums No.57/PRT/91 ten
tang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pekerja
an Unun kepads Pemerintah Daexsh Tingkat I dan Peme
rintsh Daereh Tingkat II ).

10. Peraturan Menteri Pekerjsan Umum No,58/PRT/91 ten
MMWWWMW
&n Teknis Bidang Pekerjasn Umum kepada Dinas Peker
Jasn Umnam,

11+ Keputusan Mentexri

3

11+ Keputusan Menteri Dalam Negeri No.39 Tabun
1992 tentang Pedoman Oxgenisasi Dinas Daersh,

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahwm
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Per
aturan Daerah Perubshan,

13+ Keputusan Menteri Dalam Negeri No.85 Talum
1993 tentang Pengundangsn Peraturan Daecrsh
dan atan Keputusan Kepala Daerah lewat Teng
gang Pengesaban,

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.97 Tabun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintsh Da
ersh dan Wilayah,

15« Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT
Cirebon No,7 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Dinas Bangunan Kotamadya Daersh Tingkat II
Cirebon,

Dengan Persetujuan Dewan Perwskilan Rekyat Daersh Kotamadya
Dasrah Tingkat II Cirebon.

NEMUTUSKAN

lenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIRE

BON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BANGUN
AN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bﬂurmtwmmmmmmm 3

&, Daerah adalah Kotamadya Daersh Tingkat II Cire
bon,

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon,

Ce Walikotamadya Kepala Dasrsh adalsh Walikotamad
Ja Kepala Daersh Tingkat II Cirebon,

de Peraturan Daerah sees




d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Dasrah Kotamadys Bsgian Ketiga
Dgerah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Pungsi
Tata kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat : Pasal 4 o
IL cirebon, Untuk melaksanskan tugas pokok terssbut peda Pasal 3 Peratur
‘»mmlmmmmnxammmm an Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi 3 -
) s, Pelaksanaan teknis operasional dibidang bangunan yang me
ymmxﬁaﬁm Bangunan Kotamad~ liputi perencanamn teknis dan tata bangunmn, pelaksanaan~
. g Cabang Dinas adalsh Unsur Pelaksans Dinas Bangunan dan pemanfaatan bangunan, pexijinan banguman, pengawasan
dan pendatasn, pongendalian dan penyululvhan berdasarkan
yang melsksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinss kebi Waliko Kepala Daera)
di satu Wilayah Kecamatan ateu beberaps Wilayah Ke ebijcksanann temadya Kepala
capatan di Linglungan Pemerintsh Kotamadya Daerah b, Pelaksanaan teknis fungsional dibidang bangunan berdasar
Tingkat II Cirebon. kan kebijaksanaan Cubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa~
h., Unit Pelaksana Teknis Dinss adalah Unsur Pelaksana Barat,
s Pm“‘,abmwmﬂ rrtuidporeirfug im0 Co Penyclenggaraan pelsyanan teknis sdministratif Ketata usa
sional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya hasn yarg meliputi “’,"““‘“ vmumy kepegawaian dan keuangan.
diae?mt UPTB. BAB III
BAB IT ORGANISASI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI gian PeTtans
Bagian Pertama ngur Organisasi
Kedudukan Pasal 5
Pasal 2 ‘ Unsur Organisasi Dinas texdiri ztas s
, 8¢ Pimpinan, adalah Kepala Dinas
(1) Dinas adulah .nsur pelsksana Pemerintsh Daerah di b, Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha
Bidang bangumane ¢, Pelaksana adalah Scksi, ocabang Dinas dan UPTD serta Ke
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah lompok Jabatan Fungsional,
.an bertanggung Jjawab kepada Walikotamadye Kepala Da
erah, Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Bagian Kedua Pasal 6
T““P.“sm' P °§°k (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas i
, &. Kepala Dinas
Dinas mempunyai tug s pokok melaksanskan sebagian urus be Sub Dagian Tata Usaha, membawabkan :
an Rumah tangga Daerah dibidang bangunan dan tugas pem 1. T G ’

bantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Deerab. 2. Urusan Kepegawaian

- Bagian Ketiga «ew 3. Urusan Keuangan ¢ee
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3+ Urusan Keuangane Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

¢ Seksi Perencanaan Teknis dan Penataan Bangunan membawah Paragraf 1

kan 3 Kepsla Dinas

1, Sub Seksi Perencanaan Teknis Pasal 7

Re Sub Seksi Bantuan Teknik Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

3¢ Sub Seksi Tata Teknis dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan ru

ke Sub Seksi Penatasn bangunan. : meh tangga Daerah dibidang bangunan serta tugas pembantuan =
de Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan bangunan membawahkan: : yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

l. Sub Seksi Pelaksanaan

2, Sub Seksi Bantuan Teknik dan Pengujian ~ Sub Bagilan Tat; Usaha

3¢ Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasal

ke Sub Seksi Pengelolaan (1) Sub Bagian Tsta Usaha mempunyal tugas pokok melaksanakan =
ee Seksi Perijinan bangunan membawahkan pengelolaan urusan umum, urusan Kepegawaian dan urusan Keu

angane
ls Sub Seksi Penelitian Administrasi
2: Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Situasi (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa

3, Sub Seksi Penelitian Teknik da ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai =

Le Sub Seksi Penetapan Perijinan fungsl :
f. Seksi Pengawasan dan Pendataan membawahkan : a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawalan
le Sub Seksi Pengawasan ce Pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan.
2+ Sub Seksi Penerbitan
3. Sub Seksi Penomoran dan Egisbrasi (3) Sub Bag,ian Tat.a Usaha membawahkan :
e Sub Seksi Laik Huni dan Pemilikan bangunan aes Urusan Umum
. be Urusan Kepegawaian
Seksi Pengend dan Penyuluhan membawahkan : .
- WA o o ce Urusan Keuangan
l. Sub Seksi Pengusutan
2, Sub Seksi Pembongkaran Petel 3
3e Sub Seksi Penyegelan (1) Urusan umum mempunyai tugas pokok melaksanaskan pengelolaan,
lie Sub Seksi Penyuluhan surat menyurat, kearsipan, penggendaan, rumah tangga, admi-

nistrasi Perjalanan Dinas, perlengkapan, pemeliharaan kan -

he Cabang Dinas tor dan inventarisasi serta menyusun program kegiatan Dinas.

3«UPTD
Je Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam (2] Ttult coniaibiesss
lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe
raturan Daerah ini, Bagian
AR A E R R R R R
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(2) Untuk. menyelenggarskean tugas pokok sebagaimana di
maksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan umum mempu
hyai fungsi 3
a. Pelsksanaan pengelolasn surat menyurat, peng «
gandaan, kearsipan, kerumah tanggaan dan admi
nistrasi Perjalanan Dinas,.

b. Pelsksanaan pengelolaan perlengkapan, pemeliha
raan kantor dan inventarisasi.

¢, Pelaksansan penyusunan program kegiatan Dinas
dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksa
nakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keta
taleksanaan dan perpustakaan,

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana di
maksud pada ayat (1) pasal ini, urusan kepegawai-
an mempunyai fungsi :

@&, Peryiapan bahan penyusunan rencans mutasi, di
8iplin dan pengembangan pegawai.

be Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketata
laksanaan.

o, Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan per-

. pustakaan serta hubungan masyarskate

Pasal 11

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melsksana
kan pexngelolaan administrasi keuangane

(2) Untuk menyelenzgarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pulde agat (1, pasal ini urusan keuangan
mempunyai fungsi 3

Paragraf 3 eee

(1)

(2)

3)

(1)

@ 9
Paragraf 3
Seksi Perencanaan Teknis dan Penataan
Bangunan
Pasal 12

Seksi Perensanaan Teknis dan Penataan Bangunan mempu
nyal tugas pokok melaksanaksn peryusunan petunjuk pe
rencanaan teknis, bantuan teknik, tata teknik dan pe
nataan bangunan,

Untuk menyelenggarskan tugss pokok sebagaimana dimak
sud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan Teknis
dan Penataan mempunyai fungsi

a, Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk perencanaan -
Teknis bangunan gedunge.

be Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penye
lenggaraan bantuan teknik pelaksanaan bangunan ge
dung instansi Deserah Tingkat II.

o, Pelaksansan dan penyusunan petunjuk teknis admim
nistrasi teknik perencanaan bangunan gedung.

d. Pelaksansan dan penyusunan petunjuk teknis pemata
an bangunan,

Seksi Perencanaan Teknis dan Penataan Bangunan mem
wabkan 3 :
a. Sub Seksi Perencansan Teknis

be Sub Seksi Bantuan Teknik

¢, Sub Seksi Tata Teknik

d. Sub Seksi Penataan Bangunan

Pasal 13

Sub Seksi Perencanman Teknis mempunyal tugas pokok

menyaipkan bahan penyusunan petunjuk perencansan tek
nis, pemeliharman dan pengesahan perencanaan bangun-
an gedung milik Pemerintah Daersh Tingkat II dan Ba
ngunan gedung umm lainnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimans di-

maksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencana
an Teknis mempunyai fungsi 3

&+ Pengumpulan dan eee
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ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data
Perencanaan teknis penataan bangunan,
b. Penyispan bahan penyusunan petunjuk teknis pe
. Tencansen dan bantuan teknis serta pengesahan

Pasal .14

(1) Sud Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas pekok me
nyiapkan bahan penyusunan petunjuk bantuan teknik

pelaksanaan bangunan gedung masyarskat dan instan
si Daerah Tingkat IIl.

(2) Untuk menyelenggarakan tugns pokok sebagaimana di
maksud paia ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bantuan
Teknik mempunysi fungsi 3

a2, Pengumpulan dan pengolahan seria evaluasi data
pPembangunan bangunan gedung maayaraka:t dan ge
dung instansi Dserah Tingkat II.
bs Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis ban
- tuan teknik pelsksansan bangunan gedung masys—
rakat dan gedung instansi Daersh Tingkat II.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Tata Teknik mempunyai tugas pokok menyi
apkan bahan penyusunan petunjuk teknis Tata Teknik
pengendalian dan persiapan administrasi perencana
an bangunan dan jasa konsultan.

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana di
maksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tata ~
Teknik mempunyai fungsi :

&. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data
bangunan gedunge -

b Penyiapan behan penyusunan petunjuk ieknis pe
ngendalian dan persiapan administrasi teknik
perencanzan bangunan dan jasa konstruksi.

P.Bﬂ 16 sow

1
Pasal 16

(1) Sub Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok me

(2)

(1)

(2)

nyiapien bahan penyusunan petunjuk teknis pengendali
an tata tertid perbangunan dan keselsmatan bangunan~

m‘
mmwmmmmwm
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penataan ba
ngunan mpempunyai fungsi

Pangmpulandmpengohhanaertacmluasi dats ba
ngunan gedung.

be Penyiapan bahan peryusunan petunjuk teknis pengen
dalian tata tertidb pembangunan dan keselamatan ba
ngunan gedunge

: Paragraf 4
Seksi Pelaksansan dan pemanfaatan Bangunan
Pasal 17

Seksi Pelaksansan dan pemanfaatan Bangunan mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan, bantuan teknis dan pengujian ,
penanfaatan dan pemeliharman, serta pengelolaan bangun
ane

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagsimans dimsgk
sul pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pelaksanaan dan pe
nanfagtean Bangunan mempunyal fungsi 3

8« Pelsksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peng =~
" awasan dan pengendalian pelsksanaan kegiatan pem

bangunane.
be Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis, kegi
atan bantuan teknis dan perijinan kelaikan ba-

ngunNan,
0, Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peman

fatan dan pemeliharaan gedung negandan Tunah
Dinas.

d. Pelaksanaan dan see
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d. Pelaksanasn dan penyusunzn petunjuk teknis perdaf be Penyiapsn bahan dan pexyusunan petunjuk teknis pengmwas
taran, inventarisasi, pensksiran dan penetapan nilai an, bantuan dan bimbingan teknis pengawasan, pengujian-
lai dalam rangka perubshan hek dan status serta - kelaikan serta pelaporan pelaksanasn pembangunan,
Pengahapusan gedung Negara dan bangunan umus. Pasal 20

. {3) Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan membawahkan s (1) Sub Seksi Pemanfsatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas po
¢ Sub Seksi Pelaksanaan kok menyiapkan bshan penyusunan petunjuk teknis kegiatan
b.mmmmmpemm pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan gedung Negara ser

Ce Sub Seksi Pemanfsatan dan Pemeliharaan ta rumsh Dinas,

di Sub Seksi Pengelolaan (2) Untuk menyelenggerekan tugas polok sebasgaimana dimaksud

Pasal 18 < pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemam‘utandm?mli
(1) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugss pokok menyiap baraan mempunyai fungsi s
* kan bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendali &+ Pengumpulan dan pengolahan serta evaluzsi data pemenfa
an pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Negara - atan dan pemeliharaan gedung Negsra serta rumah Dinas.
dan gedung umum lainnya. . be cenyiapan bahan P'i’i\:ﬁ petunjuk m&:dkegnm
(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimans di ~ m“mmemm pemeliharaan Cedung Negara
maksud pada ayat (1)pasa1m,subsams.w.akm

an mempunyei fungsi 3 Pasal 21

&s Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data - (1)Sub8dmipangelalmmwpumaitugaspdmkmzwhﬂcan
persyaratan pelaksansan pembangunan geliung Nega~ baban penyusunan petunjuk teknis pendaftaran, inventari
ra dan gedung umm lainnys. 8asi, pensksirun dan penetapan nilai dan status serta

b, Penyiapan bashan dan penyusunan petunjuk teknis pengahapusan gedung Negara dan bangunan umum.
pengawasan dsn pengerdalian pelsksansan pemba~ (2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimans dimalkcsud
ngunan gedung Negara dan gedung umum lainnya. pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan mempunyai

~ Pasal 19 fungsi 3
(1) Sub Seksi bantuan Teknik dan Pengujian mempunyai tu &. Pengumpulan den pengolahan serta evaluasi data kondi

&as pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tek-~ si dan séatus bangunan,

nis pengawasan, bantuan dan bimbingan teknis peng - be Penyiapan bshan penyusunan petunjuk teknis kegiatan

awasan, pengujian kelaikan serta Wm pelaksae peniafiaran, inventarisasi, pensksiran dan penetapan

naan pembangunsne nilai dalam rangksa perubshan hak dan status serta-
(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana di Dengaty gedung Negara dan bangunan umume
mekpud pads ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bantuan Paragraf &

'l‘dmdk dan Pengujian mempunyai fungsi : Seksi Perijinan B

upumpulmdmpmmmmmidah Pasal 22
bmtmmmmmmm (1) Seksi Perijinan Bangunan mempunysi tugas pokok melsksa

nekan penyusunan petunjuk teknis penelitian administra
be Penyiapan behan es. 8i, pengukuran dan pemetasn situasi, penslitian teknis

dan penstapan perijinan,
(2) Untuk menyelengzara
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(2) Unttk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimek
sud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perijinan Bangun~
an mempunyai fungsi s

8 Pelsksanasn dan penyusunan petunjuk ‘teknis kegiat
an penelitian adminisiresi permohonan perijinan -

bangunan.

b+ Pelaksansan dan penyusunan petunjuk teknis kegiat
an pengukuran dan pemetaan situasi.

¢s Pelsksanaan dan penyusunan petunjuk telknis peneli
tian kelengkapan perijinan bangunan,

d, Pelaksansan dan penyusunan petunjuk teknis pens =
tapan perijinan,

(3) Seiksi Perijinan Bangunan, membawahkan t

8; Sub Seksi Penelitian Administrasi

bi Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Situsai

Cs Sub Seksi Penelitian teknis

de Sub Seksi Penetapan Perijinan

Pasal 23

(1) sub Seksi Penelitian Administrasi mempunysi tugas po
kok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pene
litian ayarat administrasi permchonan perijinan ba

' ngunang

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimak
sud pada ayst (1) pasal ini, Sub Sekei Penelitian
Administresi mempunyai fungsi i

a4 Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pe
nelitian administrasi permohonan perijinan,
be Penyiapan bshan dan penyusunan petunjuk teknis
Penelitian syarat administrasi pempohonan perijin
an bangunan,
Pagsal 24

(1) Sub Sekei Pengukuren dan Pemetaan Situasi mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan penyusuman petunjuk tek
nig pemgukuran dan Pemetsan situasi o.tu permohonan

1jin Mendirikan Bangunane

(2) Untuk menyelenggara

® 15
(2) Untiuk menyel tugas pokok sebagaimm. dimak
sl pada syat 1) pasal ini, Sud Sekei Pengukuran dan

Pemotaan Situasi mempunyal fungsi 1

8. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data si
tuasl master plan dan detail plan.

« Penyizpan bahan penyusunan petunjuk teknis pengukur
an dan pemetaan situasi atas permohonan ijin mendi
rikan bangumans

Pasal 25

(1) Sub Seksi Penelitian Teknis mempunyai tugas pokok me
nyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap ke
lengkapan dan kebanaran teknik permchonan perijinan-
bangunan,

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimak
sud pada ayat (1) pasal iniy Sub Seksi Penelitian =
Teknis mempunyal fungsi 3
ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data ke

lengkapan dan kebenaran teknik permohonan perijin
ane
be Penyiapan behan penyusunan petunjuk teknis terhadap
kelengkapan dan kebenaran teknik permohonan perijin
an bangunan, .
Pasal 26

(1) Sub Seksi Penetapan Perijinan mempunyai tugas pokok
menylapkan bahan peigusunan petunjuk teknis membuat
tanda ijin, penetapan ijin seria pengelolaan Doltise
nentagi perijinan bangunan,

(2) Untuk menyelernggarakan tugas pokok sebagaimana dimak

sud pada ayat (1) pasal ini, Sud Seksi Penetapan per
ijinan mempunyasi fungsi :

Be Pmnpulandanpomohhanssrtaevﬂmidatape

netapan perijinan, tunjukc teknis pens
b, Penyiapan bahan penyus e | N
vy { jinan N L
Paragraf 6  [CusalT

Seksi Pengawasan dan Pendataan
' Pasal 27 sen
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Pasal 27

(1)mmmmmw tugas polok
melakesanskan

(2)

(3)

(1)

(2)

bangunan, peromoran dan Re
gismibmwxg pez@lolm laik huni serta pener
tihantmﬂabxﬁ:ﬁpemﬁikmbwgumn.

Untuk arakan tugas pokok sebagaimana dimak
Mmmt 1) pasal ini, Sekei Pengawasan dan
Perdatean nempunyail fungsei

Se.Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peng
awagan dan pemeriksaan pendirian bangunan,

mmlwmpemwmpchmjukmspmr
tiban pendirian

¢, Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk telknis pems
berian penomoran dan registrasi serta dokumenta
81 arsip bangunan,

d, Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penge
lolaan keterangan laik huni dan pemilikan bangun
ang

Seksi Pengawasan dan Pendataan membawabkan 3

8¢ Sub Seksi Pengawasan

be Sub Seksi Penertiban

Ce Sub Seksi Penomoran dan Registrasi

de Sub Seksi Laik huni dan Pemilikan bangunan

Pasal 28

Sub Seksi Pengmwesan mempunyal tugas pokok menyiap
kan bahan penyusunsn petunjuk teknis pengawasan
pendirian bangunan sesuai surat ijin Memdirilkan Ba

ngunan seria pemeriksaan persyaratan teknis bangun

ane

Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana di

naksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawas

an mempunyai {ungsi 3

as Pengumpulan dan pengolzhan seria evaluasi data
teknis pendirian bangunan.

+» Penyiapan bahan sse
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« Penylapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis peng
awasan Wmmiwmtﬁmneﬁ&-

Pasal 29

(1) Sub Seksi Penertiban mempunyai tugas pokok menyiapkan

behan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penertid
an bangunan yang tidak sesuai ketentuan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak

sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penertiban mem
punyai fungsi 1

a, Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pe
langgar peraturan pemdirian bangunan,

b, Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelak-
sanaan penertiban bangunan yang tidek sesuai keten
tuan,

Pasal 30

(1) Sud Seksi Pe:mor#ndan Registrasi mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
pelsksanaan pemberian penomorzn dan registrasi ser
te dokumentasi arsip bangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak

sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penomoran dan
Registrasi mempunyai fungsi :

a, Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data ba

NSUNAN,
be Penyliapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembe
rian penomoran dan registrasi serta dokumentasi

arsip bangunan.
Pasal 31

(1) Sub Seksi laik Huni dan Pemilikan bangunan mempunyai

tuges pokok menmylepkan bahan penyusunan petunjuk tek
nis keterangan pengujian laik huni dan penertiban -

tanda bukcti pemilikan bangunan,

(2) Untuk menyelenggara ..
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(2) mmmwmmnwm

(1)

(2)

(3)

mmw(t)mm,mmmmm

meét

m?mpulmm;cmh@mummmuuh
ik buni dan pemilikan bangunane

be WWWg&WMan

udimhikmmpwtimmmﬁm

an bangungne

Paragraf 7
Pasal 32

Seksl Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas po

kok melaksanskan penyusunan petunjuk teknis pemgusut

an pembangunan, pembongkaran bangunan, penyegelan ba

ngunan serta peryulubhan tentang pentingnya pemilikan

Perijinan bangunan,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimsk

sud pada syat (1) passl ini, Seksi Pengendalian dan-

Panyuluban mempunyai fungsi 3

a, Pelaksanasn dan penyusunan petunjuk teknis peng -~
usutan pembangunan,

by Pelaksansan dan penyusunan petunjuk teknis pem

" bongkaran bangunanliar,

C. Pelaksaraan dan penyusunan petunjuk teknis penye
- gelan bangunan lain yang tidsk sesuai ijin Mendi
rikan Bangunan.

d. Pelaksanamn dan penyusunan petunjuk teknis penyu

luhan pentingnya pemilikan perijinan bangunan,
Seksi Pengendalian dan Penyuluhan membawahkan :
&e Sub Seksi Pengusutan

be Sub Seksi Pembongkaran

Ce Sub Seksi Penyegelan

d. Sub Seksi Penyuluhan

Pasal 33 see

»
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Pasal 33

(1)%3&&Wﬁmmmp&&m

kan bahan peryusunan petunjuk teknis pengamatan dan
pengusutan terhsdep bangunan - bangunan liar,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di

mmwlmpmm, Sub Seksi Pengusutan
mempunyal fungsi 2
&mﬂmwpmlﬂmmemwdah

pengusulan bangunan - bangunine
be Pwmbmm.mmpoﬁmd&mm

Passl 34

(ﬂsubsmimmmmmmmmm

apkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembongksarw
an terhadsp bangunan liar,

(2) Untuk menyelenggzarskan tugas pokalk sebagaimana dimak

sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembongkaran

mempunyal fungsi :

a, Pengumpulan dan pengolahan ssm evaluasi data
- bangunan liar,.
Puzwiapanbahmpemmmanpetmujwteknhpem
bongkaran terhadap bangunan liar.

Pasal 35

(1) Subd Sekei Penyegelan mempunysi tugas pokok menyiap

kan bahan penyusunan petunjuk teknis penyegelan
terhadap bangunan yang sedang dibangun dan tidak
memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakok sebagaimana di

maksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Panyegel
an mempunyai fungsi 3

as Pengumpulan dan seeeee
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& Pengumpulan dan pengolahan seria evaluasi data ba
Wmtmmmmmwmmm

be mmbmnmwmmum

Pasal 36
(1)ms&mmmmmuwmmmm
bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyu
luhsn tentang manfast pemiliken perijinan bangunan dan
tertid bangunan.

(2) Untuc menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan

mempunyai fungsi ¢

&, Pengumpulen dan pengolahan serta evaluasi data pe
milikan perijinan bangunan,
bi Penyiapan bshan penyusunan petunjuk teknis pembi
naan dan penyuluhan tentang manfaat pemilikan per
ijinan bangunan dan tertid bangunan,
 Paragraf 8
Cabang Dinas
| Pasal 37
Pembentukan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas serta
pengaturan lebih lanjut skan ditetapkan dengan Peraturan
perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetuju
an Menteri Dalam Negeri.
Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 38
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta peng
aturan lebih lanjnt alkkan ditetapkan dengan peraturan -
tersendiri setelah memermhi kriteria
yang diteta.pkm oleh Menteri Dalam Negeri.
Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39 ees
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Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas po'tok me
laksanskan sebagian kegiatan Dines secara profesional
serual dengan kebutuhan,

(2) Kelompok Jabaten Fungsional sebagaimana dimaksud paias
ayat (1) pasal ini, dalam melsksanaskan tugas pokoknya
bertanggung jewsb kepada Kepala Dinas,

Pasal 40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksxd pada pasal 39,
terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesu
ai dengan bidang keshliammya. '

(2) setiap kelompok texsebut peda ayat (1) pasal ini, &i
pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di
tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di ling -
kungan Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pa
sal ini, ditetntukan sifat, Jenis, kebutuhan dan be
ban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut pada
ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama

Unumn

Pasal 41

(1) Hal=hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu
kesatuan yang satu sama lain tidsak dapat dipisabkan.

(2) Pelsksanaan fungei Dinas sebagai pelsksana Pemerintah
Daerah dibidang bangunan, keglatan oparasionalnya di
selenggarakan oleh Saksi, Cabang Dinas dan UPTD memu-
rut bidang tugas masing-masing.

(3) Kepala Dinas seee
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(3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis Ad
mimistrasi berada dibawah dan bertanggung jawsb kepa~
da Walikotmmadya Kepala Daersh dan dalam melaksanakan
dengan instansi lain yang berkaitan dengan Pungsizyse

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas,
dalan melaksanskan tugasnya wajib menetapkan prinsip
kordinasi, integrasi, sinkronisssi dan simplikasi.

(5) Setiap pimpinan satusn organisasi dilingkungan Dinas,
wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petun ~
Juk pelaksanaan tuges kepada bawahan,

Bagian Xedua ,
Pelaporan
Pasal 42
(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksa
ngan tugas pokoknya secars teratur, jelas serta tepat
pada wektunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
Jawsb kepada atasammya masing-masing serta memberikan
laporan tepat pada wak tunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan or
ganisesi dari bawaban, wajidb diolah dan dipergunaken
Ssebagal bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk mem
berikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengensi Jenis laporan dan cara penyampai
annya, bexpedoman kepada peraturan perundang-undang-
an yang berlaku,

Bagian Ketiga
Hek Mewskili
Pasal 43

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas da
pat memmjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan,
maka Kepala Dinas dapat memmjuk Kepala Seksi ber—
dasarkan senioritas dan kepangkatannyae

BAB V s
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BAB V
KEPEGAWAIATN
Pasal 44

(1) Kepala Dinas diangkat dan berhentikan oleh Cubermar Ke
pala Daerah, atas usul Walikotamadya Kepala Daersh.

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggurg jawsb dalam
menyiapkan bahan rancangan kebijaksansan Walikoiamadya
Kepals Dmersh dibidang Kepegawaian.

(3) Pejabat laimnya di lingkungen Dinas diangkat dan diber
hentikan oleh Pejabat yang bexwenang sesuai dengan per
aturan perundang-undangan yang berlakue

BAB VI
PEMBIAYAATS
Pasal 45

Pembiayaan Dinas berasal dari Angsaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah dan penerimsan sumber lain yang sah,

BAB VII
KETERTUAN PENUTUP
Pasal 46
Hal=hal yang belum oukup diatur dalam Peraturan Daersh ini,

Sepanjang mengenal teknis pelaksansannya, skan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah,

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan
ke dengan Peraturan Dsereh ini dinyatekan

BN RN A

Pagal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
Agar supays setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pensmpatamnya
dalam Lembaran Daerah Kotamsdya Daerah Tingkat II Cirebon,

Ditetapkan di .eeces
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- , Ditetepksn d4 CIREBON
. ' Pada tamggal 6 Jund 1996

DEWAN PERMAXILAN RAXYAT DAERAR
KOTAMADYA DAERAR TE.II CIREBOR
EETU A

He SUNARY O, HW DRS. HE., KUMAEIHI SYAFRUDIN

‘fm*f b %4 cm,

Wn«hwmwwmmm
rat dengan Surat Kepuiusan 3

YHomox 1 188,342/5K. 1540 - Idc/96

Tanggal 1t 4 Oktober 1996

Diurdangkan dalam Lembaran Dacxeh Xotemalys Dasxeh
Tingkat II Cirebon

Homox s 24
Tanggel 10 Gktober 1996
Serie s D

SEXRETARIS KOTANADY,

RAN DASRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

cmmmﬁmﬁsﬁmﬁw%mmmm ORGANISAST DAN TATA

KERJA DINAS BANCUNAN ROTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREDON

p

B.

PERJELASAR UMUR

Dengan Peraturan Deersh Kotsmadya Daersh Tingkat II Cire
bon NHomor 7 Telam 1996 telash dibentuk Dinas Dangunan Ko
tanadyas Daezah Tingkat II Cirebon.
Ammmwmmmum
lanjuti dengan menetepken Organisasi dan Tata

untulc keperluan tersebut Pemerintah Pusat tnlahnu:gclu
arxkan pedoman sebagaimana diatur dalam keputusan Nemterd
Dalam legeri lTiomor 80 Talum 1994 tentang Pedomsn Organi-
sasi dan Tata Xerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umm Daerah.
Sejalan dengan hal tersebut meka Organisasi dam Tata Ker
Jja Dinas Pekerjsan Umum sebagaimana diatur dalam Pezmtur
an Daerah Nomor 11 Tabun 1978 tanggal 7 Nopember 1978 -~
perlu diadakan penyesusian sesuai dergan pedoman yang ba
zu melalui penetepan Persturan Daerah Kotamadya Daersh
Tingkat II Cirebon.

PERJTLASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 cukup jelas
Pagal 2 odkuwp jelas
Pasal 3 oukup jelas
Pasal 4 oukup jelas
Pasal 5 oukup jelas
Pagal 6 oukup jelas
Pasal 7 ououp Jjelas
Pasal 8 oukwp Jelas
Pasal 9 oukwp jelas

Pagal 10 ocukup jelas
Pasal 11 okwp jelas
Pasal 12 ouop jelas
Pessl 13 oukup jelss
Pasal 14 okup jelas
Pasal 15 oukwp jelas
Pasal 16 oukup jelas
Pasal 17 okup Jelas

Pasal 18 cultup sesses
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Pasal 18 oukup jelas Pasal 29 ocukup jelas
Pasal 19 oukwp Jjelas Pagal 30 oukup jelas
Pasal 20 oukup Jjelas Pasal 31 cvkup jelas
Pagal 21 odkwp jelas Pasal 32 oukup jelas
Pasal 22 cukup jelas Pasal 33 oukup jelas
Pasal 23 oukup jelas Pasal 34 ocukup jelas
Pasal 24 oukup jelas Pasal 35 oukup jelas
Pasal 25 oukup jelas Pasal 36 oukup jelas
Pasal 26 ocukup jelss Pasal 37 oukup jelas
Pasal 27 oukup jelas Pasal 38 oukup jelas
Pasal 28 oukup jelas ‘

Pasal 29 Jabastan Fungsional adalah jabatan yang tidak se
cara tegas tercantum dalam Struktur Organisasi, dari sudut
berjalan melaksanakan dan ditetapkan sebagai ja
batan Fungsional oleh Pejabat yang bexwenang dengan keten
tuan dan prosedur yang berbeds dengan Pegawail Negeri bi~
ask.
Pasal 40 Xelompok Jabatan Fungsionsl berdasarken Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1991 Nos
802/29/2570/3.1 nbawak 17 jenis dapat diberlakukan di
lingkungan Pemerintah di Daerah yaitu 1

1+ Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti
2+ Kelompok Jabatan Fungsional Widya Iswara
3¢ Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Dokter
4¢ Xelompok jebatan Pungsional Tenags Perswat
5« Kelompok jabatan Fungsional Pustskawan
6. Kelompok jabatan Fungsional Pekerja Sosial
7+ Kelompok jabatan Fungsional Penyuluh Kele.Bexy
84 Kelompok jabatan Fungsional Pendata & Pemliti PEB
9+ Kelompok jabatan Fungsionsl Pranata Computex
104 Kelompok jabatan Fungsional Daokter Gigi
11+ Kelompok jabatan Fungsional Jagawana
12, Xelompok jabatan Fungsional Arsiparis
13+ Kelompok jabatan Fungsional Teknisi.
14+ Kelompok Jabatan Fungsional Sand i
15« Kelompok jabatan Fungsional Sandiman

16. Kelompk jabatan ceees

16+ Kelompak jabatan Fungsionsl Penyuluh Perindusirian
17+ Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Paszal

4
42
43
44
45
46
47
48

cukup Jelas
cukup Jjelas
cukup Jelas
cukup jelas
cukup Jjelas
cukwp Jelas
culcup jelas
oukup Jelas



